— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH ___

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

( (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 188/PMK.010/2015, tanggal 30 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea
masuk atas impor mesin serta barang dan bahan
untuk pembangunan atau pengembangan indus-
tri dalam rangka penanaman modal telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/
PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk
Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Un-
tuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.011/2012;

b. bahwa untuk memberikan kepastian pengemba-
ngan usaha di bidang penanaman modal, dan un-
tuk lebih memberikan kepastian hukum kepada
para pelaku usaha, perlu mengubah ketentuan
mengenai pembebasan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan untuk pembangu-
nan atau pengembangan industri dalam rangka
penanaman modal;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-
rubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas impor Mesin Serta Barang Dan
Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

Mengingat :
Peraturan Menteri Nomor 176/PMK.
011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor

Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan

Keuangan

Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penana-
man Modal sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 176/PMK. 011/2009 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN
SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGU-
NAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangah Nomor 176/PMK.011/2008 tentang Pem-
bebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang
Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaima-
na telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.011/2012, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 {satu)
pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 2A
Pembebasan bea masuk dapat diberikan ter-

hadap mesin, barang dan bahan yang berasal
dari Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan
Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Tempat
Penimbunan Berikat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menam-

bahkan 1 (satu) ayat yakni ayat {5), sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Pembebasan bea masuk atas impor
mesin untuk pembangunan industri se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), diberikan untuk jangka waktu
pengimporan selama 2 (dua) tahun terhi-
tung sejak berlakunya keputusan pembe-
basan bea masuk.

{2} Jangka waktu pengimporan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), dapat diperpan-
jang sesuai dengan jangka waktu pem-
bangunan industri tersebut sebagaimana
tercantum dalam surat persetujuan pena-
naman modal.

(3) Perusahaan vyang telah menyelesaikan
pembangunan industri sebagaimana di-
maksud pada ayat (1} dan ayat (2) serta
siap produksi, kecuali bagi industri yang
menghasitkan jasa, dapat diberikan pem-
bebasan bea masuk atas impor barang dan
bahan untuk keperluan produksi paling
lama 2 (dua) tahun, sesuai kapasitas ter-
pasang dengan jangka waktu pengimpo-
ran selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
berlakunya keputusan pembebasan bea
masuk.

{(4) Perusahaar; yang telah memperoleh fasili-
tas sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
tetapi belum merealisasikan seluruh impot-
tasi barang dan bahan dalam jangka waktu
2 (dua) tahun, dapat diberikan perpanja-
ngan waktu importasi selama 1 (satu} ta-
hun terhitung sejak tanggal berakhirnya
fasilitas pembebasan bea masuk berdasar-

kan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3).

(5) Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan setelah berakhirnya masa
berlaku jangka waktu importasi, jangka
waktu importasi dapat diberikan sejak
tanggal ditetapkan dengan masa importasi
selama 1 (satu) tahun dikurangi masa ke-
terlambatan pengajuan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menam-

bahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5}, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

{1) Pembebasan bea masuk atas impor mesin
dalam rangka pengembangan industri, di-
berikan untuk jangka waktu pengimporan
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ber-
iakunya keputusan pembehasan bea masuk.

(2) Jangka waktu pengimporan sebagaimana

“dimaksud pada ayat {1), dapat diperpan-
jang sesuai dengan jangka waktu pengem-
bangan industri tersebut sebagaimana

* tercantum dalam surat persetujuan pena-
naman maodal.

(3) Perusahaan vyang telah menyelesaikan
pengembangan industri, kecuali bégi in-
dustri yang menghasilkan jasa, sepanjang
menambah kapasitas paling sedikit 30%
{tiga puluh persen) dari kapasitas terpa-
sang, dapat diberikan pembebasan bea ma-
suk atas barang dan bahan untuk keperluan
tambahan produksi paling lama 2 (dua) ta-
hun, untuk jangka waktu pengimporan se-
lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya kepu-
tusan pembebasan bea masuk.

(4) Perusahaan yang telah memperoleh
fasilitas pembebasan bea masuk se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3) teta-
pi belum merealisasikan seluruh importa-
sinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,
dapat diberikan perpanjangan waktu
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importasi selama 1 (satu) tahun terhi-
tung sejak tanggal berakhirnya fasilitas
pembebasan bea masuk sebagaimana di-
maksud pada ayat (3).

{5) Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-

portasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) dilakukan setelah berakhirnya masa
berlaky jangka waktu importasi, jangka
waktu importasi dapat diberikan: sejak
tanggal ditetapkan dengan masa importasi
selama 1 (satu) tahun dikurangi masa ke-
terlambatan pengajuan.

dimaksud pada ayat (1} dan ayat {2) tetapi
belum merealisasikan seluruh importa-
sinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,
dapat diberikan perpanjangan waktu im-
portasi selama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembe-
basan bea masuk.

{4) Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) dilakukan setelah berakhirnya masa
berlaku jangka waktu importasi, jangka
waktu importasi dapat diberikan sejak
tanggal ditetapkan dengan masa importasi
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4. Di antara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 1 selama 1 (satu) tahun dikurangi masa ke-
(satu) pasal, yakni Pasal 5B yang berbunyi se- terlambatan pengajuan.

bagai berikut:

Pasal 5B

{1) Perusahaan yang rnelakukan pembangu-

nan, kecuali bagi industri yang menghasil-
kan jasa, dengan menggunakan mesin
produksi asal impor yang dibeli di dalam
negeri, dapat diberikan pembebasan hea
masuk atas impor barang dan bahan un-
tuk keperluan produksi selama 2 {dua} ta-
hun sesuai kapasitas terpasang, dengan
jangka waktu pengimporan selama 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

(2) Perusahaan yang melakukan pengemba-

ngan, kecuali bagi industri yang meng-
hasilkan jasa, dengan menggunakan mesin
produksi asal impor yang dibeli di dalam
negeri, - sepanjang menambah kapasitas
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
kapasitas terpasang, dapat diberikan pem-
bebasan bea masuk atas impor barang dan
bah.an untuk keperluan tambahan produksi
selama 2 {(dua) tahun sesuai kapasitas ter-
pasang, dengan jangka waktu pengimporan
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ber-
lakunya keputusan pembebasan bea masuk.

(3) Perusahaan vang telah memperoleh fasili-

tas pembebasan bea masuk sebagaimana

Pasal I}

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agat setiap orang mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tid.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1472

{ BN}
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